BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 82 TAHUN 2013
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya akses
pelayanan yang lebih dekat, mutu pelayanan yang
berkualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat,
perlu mendelegasikan sebagian wewenang Bupati di bidang
perizinan dan non perizinan kepada Camat guna

mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai unit layanan;

bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 87 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada
Camat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
paradigma pelayanan publik yang lebih mengutamakan

kemudahan akses dan mutu pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaima telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4682);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2011 Nomor 28 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Pogalan;
c. Kecamatan Durenan;
d. Kecamatan Bendungan;
e. Kecamatan Karangan,
f. Kecamatan Tugu;
g. Kecamatan Pule;
h. Kecamatan Suruh;
i. Kecamatan Kampak;
J.  Kecamatan Gandusari;
k. Kecamatan Watulimo;
. Kecamatan Panggul;
m. Kecamatan Dongko; dan
n. Kecamatan Munjungan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

6. Pelimpahan sebagian wewenang adalah penyerahan
sebagian hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
dasar penyelenggaraan kewenangan Bupati  yang

dilimpahkan kepada Camat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan

kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB 111
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 3

(1) Wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

meliputi bidang:
a. perizinan; dan
b. non perizinan.

(2) Daftar jenis wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 87 Seri A), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd
ALI MUSTOFA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 82

Salinan sesuali dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina Tk.I
NIP . 19650919199602 2 001




